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 Perkembangan model bisnis berbasis dampak sosial, atau yang dikenal sebagai 

social entrepreneurship. Memiliki potensi besar dalam mengatasi permasalahan 

sosial, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir keberadaan 

dan kebutuhan Social Entrepreneurship. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

pranata hukum terhadap model bisnis social entrepreneurship di Indonesia, serta 

mengevaluasi kesesuaiannya dalam mendukung tujuan pembangunan 

berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan pendekatan 

yuridis normatif, studi ini mengkaji regulasi yang relevan, seperti Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2022, serta membandingkannya dengan praktik 

internasional. Selain itu, peran organisasi seperti Asosiasi Kewirausahaan Sosial 

Indonesia (AKSI) juga dianalisis sebagai aktor non-negara yang mendorong 

penguatan ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia, tetapi belum ada 

landasan hukum yang secara resmi memberikan kewenangan untuk mewakili 

pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan social entrepreneurship. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal 

vacuum) dan belum adanya pranata hukum yang komprehensif untuk 

mengakomodasi model bisnis ini secara berkelanjutan. Penguatan regulasi 

diperlukan khusus yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

terhadap pelaku usaha sosial agar peran strategis mereka dalam pembangunan 

nasional dapat terlaksana secara optimal. 
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 Legal Institutions for Social Entrepreneurship Business Models in Indonesia. 

The development of social impact-based business models, also known as social 

entrepreneurship, has great potential in addressing social issues. However, 

Indonesian positive law has not yet fully accommodated the existence and needs 

of social entrepreneurship. This study aims to examine the legal framework 

governing Social Entrepreneurship business models in Indonesia and evaluate 

their suitability in supporting the Sustainable Development Goals (SDGs). 

Using a normative legal approach, the study analyzes relevant regulations, such 

as Presidential Regulation No. 2 of 2022, and compares them with international 

practices. Additionally, the role of organizations like the Indonesian Social 

Entrepreneurship Association (AKSI) is analyzed as a non-state actor 

promoting the strengthening of the social entrepreneurship ecosystem in 

Indonesia. However, there is no official legal basis granting authority to 

represent the government in the management and development of social 

entrepreneurship. The research findings indicate that there is a legal vacuum 

and no comprehensive legal framework to accommodate this business model in 

a sustainable manner. Specific regulations needed to provide legal certainty and 

protection for social entrepreneurs so that their strategic role in national 

development can be optimally realized. 
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Pendahuluan 

Aktivitas ekonomi, seperti menjalankan usaha, dilakukan oleh individu atau kelompok untuk 

menciptakan barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan usaha dapat berbentuk usaha 

perseorangan, kemitraan, maupun badan hukum seperti perseroan terbatas (PT) dan koperasi. Di 

Indonesia, jenis usaha sangat beragam, mencakup berbagai sektor dan ukuran, mulai dari usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar. Dalam perkembangannya, berbagai model 

bisnis bermunculan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan dinamika sosial ekonomi. Selain 

bisnis konvensional yang berorientasi pada keuntungan, muncul pula model bisnis yang mengutamakan 

dampak sosial, salah satunya adalah social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial (Andjani & 

Rosando, 2023). Social Entrepreneurship adalah sebuah usaha yang dibangun dengan tujuan untuk 

memberikan dampak sosial bagi masyarakat, namun tetap memperhatikan keuntungan atau profit yang 

dihasilkan (Prasetya et al., 2024). Model bisnis ini hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan 

sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, 

dengan pendekatan kewirausahaan yang berkelanjutan. Berdasarkan survei British Council tahun 2019, 

terdapat sekitar 340.000 Social Entrepreneurship di  Indonesia, menunjukkan bahwa model bisnis ini 

semakin berkembang dan memiliki potensi besar dalam perekonomian nasional (Ayu Setiawati & 

Tantriana, 2024). 

Model bisnis yang berhubungan dengan social entrepreneurship sangat beragam dan 

berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial serta ekonomi. Social entrepreneurship berbeda dengan 

konsep corporate social responsibility (CSR), yang berfungsi untuk meningkatkan citra suatu 

perusahaan. Social entrepreneurships merupakan sebuah konsep yang murni bergerak di bidang sosial 

dan digagas oleh masyarakat sendiri (Anis Fitrtria, 2018). Atasan dari suatu kewirausahaan dapat 

disebut sebagai social entrepreneurship,  yang membantu permasalahan sosial yang belum mampu 

diselesaikan oleh pemerintah; mengakselerasi program pembangunan sehingga berjalan lebih cepat; 

melalui usahanya, menyalurkan dari yang berkecukupan kepada yang berkebutuhan; mengeksplorasi 

beragam potensi kota yang belum sempat digarap oleh pemerintah; serta mendorong dan menginspirasi 

masyarakat yang belum tergerak (Wibowo & Nulhaqim, 2015; Sholikhah & Marjayanti, 2021). 

Secara garis besar, social entrepreneurship adalah konsep kewirausahaan yang bertujuan untuk 

menciptakan dampak sosial melalui inovasi dan praktik bisnis yang berkelanjutan (Samsiah et al., 

2023). Mekanisme Social Entrepreneurship ialah ketika proses bisnis dan aktivitas sosial menjadi satu 

kesatuan, tidak berdiri masing-masing. Maka dari itu, model bisnis ini memiliki peran signifikan dalam 

pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Namun, meskipun social entrepreneurship memiliki 

potensi besar, pengakuan secara hukum terhadap model bisnis ini masih terbatas, sehingga banyak 

pelaku social entrepreneurship menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya (Suyono, 

2023; Permatasari, et al., 2024). 

Keberadaan social entrepreneurship dinilai penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi 

nasional karena kemampuannya yang strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan (diatur dalam 

SDGs Poin 8 yang menyebutkan decent work and economy growth) serta mengurangi kesenjangan 

sosial dan ekonomi (diatur dalam SDGs Poin 10 yang menyebutkan reduce inequality). Melalui 

pendekatannya yang inovatif yang menggabungkan nilai sosial dan ekonomi, social entrepreneurship 

mampu memberdayakan masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem pemerintahan dan 

bahkan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembangunan 

berkelanjutan (Vania & Anwar, 2022; Gultom, 2024). 

Pemilihan judul "Pranata Hukum Terhadap Model Bisnis Social Entrepreneurship di 

Indonesia" didasarkan pada urgensi dalam mengkaji pranata hukum yang tidak cukup mengakomodir 

perkembangan social entrepreneurship di Indonesia. Seiring bertambahnya jumlah pengusaha di 

bidang ini, yakni dari lebih dari 100 (seratus) wirausaha sosial di tahun 2017 meningkat menjadi 

342.000 wirausaha sosial di tahun 2019, diperlukan pranata hukum yang lebih komprehensif yang 



 

304  
 

 

Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5 (2) 2025 Hal 302-308 

Pranata Hukum terhadap Model Bisnis Social Entrepreneurship di Indonesia 
I Gusti Agung Made Olya Sephia Andriana 1, Christin Septina Basani 2 

 

 

 

https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos 

dapat memberikan gambaran mengenai kondisi regulasi saat ini serta rekomendasi bagi perancangan 

peraturan yang lebih sesuai (Thamlim & Dwi Mulyani, 2023). Penelitian ini dirancang untuk 

memberikan sumbangsih terhadap upaya mewujudkan regulasi yang progresif, sejalan dengan 

kebutuhan pelaku usaha sosial serta prinsip kepastian dan perlindungan hukum dalam hukum positif 

Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka mengambil latar belakang 

pranata hukum terhadap social entrepreneurship di Indonesia serta pranata hukum bagi model bisnis 

social entrepreneurship dalam Praktik Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Metode 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis 

normatif merupakan penelitian yang mengkaji atau menganalisis aspek-aspek masalah yang timbul 

dengan menggunakan pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan relevan dengan penelitian. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian 

ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang merupakan penelitian dengan 

mengkaji produk-produk hukum. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap 

kepastian dan perlindungan hukum terkait pengaturan model bisnis social entrepreneurship di 

Indonesia. Selain itu, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), 

yang merupakan penelitian dengan mengkaji konsep hukum/sumber hukum. Maka dalam penelitian ini, 

penulis mengaitkan konsep-konsep yang terdapat dalam ilmu hukum untuk memberikan penjelasan 

bagi penulis yang dikaitkan dengan pranata hukum terhadap model bisnis social entrepreneurship di 

Indonesia. 

Hasil dan pembahasan 

Hukum, menurut Drs. Ernst Utrecht, S.H., merupakan himpunan petunjuk hidup berupa perintah-

perintah atau larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya 

ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut 

dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah (Utrecht & Djindang, 1983). Tujuan hukum ialah 

untuk ditaati, yang mana dari itu dibentuklah sebuah pranata hukum yang akan mengakomodir tujuan-

tujuan hukum tersebut. Lebih lanjut, pranata hukum adalah suatu sistem norma hukum untuk mencapai 

suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting, tatanan atau pedoman perilaku 

kehidupan hukum untuk mewujudkan suatu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan untuk 

melindungi berbagai kepentingan masyarakat serta menciptakan keteraturan dalam masyarakat; maka 

hukum dan pranata hukum merupakan sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan 

pranata hukum berfungsi sebagai penguat hukum dalam kehidupan manusia. Hukum menjadi dasar 

untuk hadirnya pranata hukum (Hamidjojo, 1999; Djatmiko, et al., 2023). 

Seorang akademikus dan wirausahawan Indonesia, Eddy Soeryanto Soegoto, mendefinisikan 

kewirausahaan atau entrepreneurship, sebagai usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan 

kerja, dan menghasilkan hasil yang berguna bagi orang lain. Di Indonesia saat ini sudah ada regulasi 

terkait dengan wirausaha yang terakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.   

Regulasi tersebut pun mengatur terkait wirausaha sosial, yang mana mengkategorikan wirausaha 

sosial sebagai wirausaha tematik karena karakteristik khususnya. Wirausaha sosial adalah individu yang 

memiliki kombinasi jiwa sosial yang kuat dan kemampuan bisnis yang mumpuni. Mereka mampu 

melihat masalah sosial sebagai peluang dan memberikan solusi serta lebih fokus pada tindakan saling 

membantu daripada mencari keuntungan finansial (Prasetya et al., 2024). Namun demikian, apabila 

merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan 

Nasional Tahun 2021–2024, pengaturan mengenai wirausaha sosial masih bersifat umum dan belum 
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diatur secara spesifik. Selain itu, regulasi ini juga telah berakhir masa berlakunya, sehingga saat ini 

pranata hukum terkait social entrepreneurship tidak lagi memiliki landasan hukum yang aktif (legal 

vacuum) dan operasional untuk mengakomodasi model bisnis ini secara berkelanjutan (Johan & 

Arisman, 2021). 

Sebagai contoh, negara seperti Inggris telah menciptakan regulasi yang mengatur kewirausahaan 

sosial dengan sangat terperinci, seperti pengenalan model perusahaan sosial yang terpisah dari jenis 

usaha lainnya. Di Inggris, ada jenis perusahaan yang disebut Community Interest Company (CIC), yang 

secara khusus didirikan untuk tujuan sosial dan diatur oleh regulasi yang memastikan bahwa mereka 

tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata. Selain itu, 

Community Interest Company diakomodir dengan pranata hukum berupa lembaga bernama CIC 

Regulator yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa Community Interest 

Company beroperasi sesuai dengan tujuan sosial mereka. Setiap tahun, CIC Regulator menerbitkan 

laporan tahunan yang memberikan gambaran tentang aktivitas dan kinerja sektor Community Interest 

Company. Sistem serupa dapat diadopsi di Indonesia untuk memberikan status hukum yang jelas bagi 

perusahaan sosial, serta untuk melindungi mereka dari risiko hukum. 

Pranata hukum yang diakomodir dengan adanya regulasi yang mengatur kewirausahaan sosial 

berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, yang dapat memberikan rasa aman baik bagi pelaku 

usaha sosial maupun para pelaku yang terlibat dalam usaha tersebut, termasuk investor dan mitra. 

Dengan adanya regulasi yang transparan, pelaku usaha sosial dapat dengan yakin menjalankan kegiatan 

mereka, mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta dapat menghindari potensi pelanggaran hukum. 

Kepastian hukum ini juga akan menarik minat lebih banyak investor yang tertarik untuk mendanai 

perusahaan sosial, karena mereka akan merasa lebih aman dalam menanamkan modal mereka di sektor 

yang terjamin legalitasnya. 

Tindakan-tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum, 

sehingga masyarakat dapat hidup dengan tentram dan damai, dan dengan martabat yang terjaga, hal ini 

yang disebut dengan perlindungan hukum oleh Setiono, dan Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa 

perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan hukum seseorang dengan cara 

memberikan kekuasaan kepadanya yang sah secara hukum (Caroline et al., 2022). 

Social Entrepreneurship merupakan model bisnis yang memiliki 2 (dua) tujuan utama yaitu 

memperoleh keuntungan secara finansial dan memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan 

bagi masyarakat. Ini diperkuat dengan pendapat Hulgard (2010), yang menekankan bahwa social 

entrepreneurship bertujuan untuk menciptakan nilai sosial dengan melibatkan masyarakat dalam 

kegiatan ekonomi berbasis inovasi. Lebih lanjut, social entrepreneurship juga memiliki peran penting 

dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia (Khasanah et al., 2023). 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang padat penduduk dan beragam di Asia Tenggara 

dihadapkan dengan tantangan pembangunan, termasuk dalam menciptakan pekerjaan layak dan 

mengurangi kesenjangan sosial. Kedua hal ini tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) khususnya poin 8 (decent work and economy growth) dan poin 10 (reduce inequality). Maka 

dari itu, social entrepreneurship hadir sebagai salah satu mekanisme yang strategis untuk mendorong 

pembangunan inklusif. Melalui model bisnis yang menggabungkan misi sosial dan keberlanjutan 

ekonomi, social entrepreneurship mampu membuka lapangan kerja inklusif, memberdayakan kelompok 

marjinal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata (Mila & Cahyani, 2024). Dengan 

demikian, peran social entrepreneurship tidak hanya mendukung penguatan ekonomi lokal, tetapi juga 

berkontribusi langsung pada upaya Indonesia dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan khususnya 

poin 8 dan poin 10 secara konkret (Alpi et al., 2023). 

Pranata hukum menjadi penting dalam pembangunan berkelanjutan karena fungsinya sebagai 

penjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas setiap aktivitas yang berdampak bagi 

masyarakat luas (Andrian, 2019). Dalam konteks social entrepreneurship, pranata hukum tidak hanya 
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berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung terciptanya 

keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial. Kepastian hukum terhadap Social Entrepreneurship 

ini menjadi landasan agar para pelaku usaha sosial dapat menjalankan usahanya tanpa khawatir terhadap 

risiko hukum yang tidak jelas (Puji, 2023). 

Lebih lanjut, pranata hukum terkait social entrepreneurship apabila dihubungkan dengan praktik 

Pembangunan Berkelanjutan harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan yang 

mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) poin 8, yang menekankan pada penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif, serta poin 10, yang fokus pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. 

Dengan demikian, pranata hukum tidak hanya menjadi pengatur, tetapi juga pendorong terciptanya 

bisnis sosial yang berkelanjutan dan berkontribusi positif pada pembangunan nasional.  

Kriteria social entrepreneurship mencakup pencapaian minimal satu tujuan SDGs dan 

reinvestasi minimal 51% dari keuntungan bersih untuk misi sosial. Namun, hingga saat ini belum 

terdapat regulasi setingkat undang-undang yang secara komprehensif mengatur dan mengakui 

keberadaan serta karakteristik social entrepreneurship, sehingga keberadaan sekitar 340.000 wirausaha 

sosial di Indonesia masih menghadapi ketidakpastian hukum. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 belum 

memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menjamin pengakuan administratif maupun 

perlindungan hukum terhadap entitas usaha sosial, pun juga sudah tidak lagi berlaku karena masa 

berlaku regulasi ini hanya sampai dengan tahun 2024 (Prasetya et al., 2023).  

Indonesia memiliki peluang besar untuk terlibat aktif dalam jaringan kewirausahaan sosial global 

melalui keanggotaan dalam Social Enterprise World Forum (SEWF), yaitu sebuah forum internasional 

yang menjadi wadah pertukaran pengetahuan, praktik, dan kebijakan terkait kewirausahaan sosial. 

Keikutsertaan Indonesia dalam SEWF dapat difasilitasi oleh Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia 

(AKSI). Melalui AKSI, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam diskursus internasional tentang 

kewirausahaan sosial, tetapi juga berperan dalam memperjuangkan pengakuan hukum, peningkatan 

kapasitas, serta advokasi kebijakan yang berpihak kepada wirausaha sosial (Utomo, 2014). Akan tetapi, 

Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) hingga saat ini belum memiliki landasan hukum yang 

secara resmi memberikan kewenangan untuk mewakili pemerintah dalam pengelolaan dan 

pengembangan social entrepreneurship di Indonesia maupun dalam keterlibatan di forum-forum 

internasional. Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur kewirausahaan sosial menyebabkan status 

hukum AKSI masih bersifat sebagai organisasi masyarakat sipil biasa, bukan sebagai badan 

representatif yang diakui negara. Harapannya pemerintah bisa memberikan regulasi bagi Asosiasi 

Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) untuk melakukan keterwakilan untuk mengurus social 

entrepreneurship di Indonesia dan menjadi wakil pemerintah untuk terlibat dalam forum internasional 

yang berkaitan dengan social entrepreneurship. 

Simpulan 

Meskipun telah ada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional, 

regulasi tersebut bersifat umum dan masa berlakunya telah berakhir, sehingga menciptakan kekosongan 

hukum (legal vacuum) yang melemahkan perlindungan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha sosial. 

Hal ini menghambat keberlangsungan usaha sosial dalam menarik investasi, membangun kemitraan, 

serta menjalankan misi sosialnya secara efektif. Sebagai perbandingan, negara seperti Inggris telah 

memiliki kerangka hukum yang terperinci melalui pengakuan entitas Community Interest Company 

(CIC) yang diawasi oleh CIC Regulator, yang memberikan status hukum khusus dan pengawasan yang 

berkelanjutan terhadap social entrepreneurship. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa 

dengan segera mengesahkan RUU Kewirausahaan yang memuat pengakuan formal terhadap social 

entrepreneurship, mengatur kriteria, insentif, hingga mekanisme pengawasan yang sesuai. Pemerintah 

sebaiknya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan yang 

mengakomodasi pranata hukum bagi social entrepreneurship, sehingga memberikan kepastian hukum, 
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perlindungan, dan pengakuan resmi bagi pelaku usaha sosial di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga 

perlu aktif mendorong partisipasi Indonesia dalam forum internasional seperti Social Enterprise World 

Forum (SEWF) melalui organisasi nasional seperti AKSI, guna memperkuat kolaborasi global, berbagi 

praktik terbaik, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui 

kewirausahaan sosial. Dengan langkah ini, Indonesia dapat memperkuat ekosistem social 

entrepreneurship secara legal dan operasional, sekaligus meningkatkan peran serta dalam jaringan 

kewirausahaan sosial dunia. 
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